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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efisiensi dan 

efektivitas pengelolaan anggaran belanja pada Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia (BPSDM) Aceh. Adapun metodelogi penelitian dengan pendekatan 

kualitatif yaitu dengan cara mengindentifikasi  dan menganalisis anggaran belanja 

pada BPSDM Aceh Tahun 2020-2022. Perkembangan tingkat efisiensi 

pelaksanaan anggaran BPSDM Aceh Tahun 2020 dan Tahun 2021 dengan nilai 

Cukup Efisien (89,64% dan 88,74%) dan Tahun 2022 dengan nilai Kurang Efisien 

(96,08%). Perkembangan tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran BPSDM Aceh 

Tahun 2020 dan 2021 dengan nilai Cukup Efektif (89,64% dan 88,74%), 

sedangkan untuk Tahun 2022 dengan nilai Efektif (96,08%). 
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ABSTRACT 

 

 

This research aims to determine and analyze the level of efficiency and 

effectiveness of budget management at the Aceh Human Resources Development 

Agency (BPSDM). The research methodology uses a qualitative approach, namely 

by identifying and analyzing the expenditure budget at BPSDM Aceh for 2020-

2022. Development of the level of efficiency in implementing the Aceh BPSDM 

budget in 2020 and 2021 with a value of Quite Efficient (89.64% and 88.74%) 

and in 2022 with a value of Less Efficient (96.08%). The development of the level 

of effectiveness of the Aceh BPSDM budget implementation for 2020 and 2021 

with a value of Quite Effective (89.64% and 88.74%), while for 2022 with an 

Effective value (96.08%). 

 

(Efficiency, Effectiveness, Shopping Budget) Keywords: 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Pengelolaan anggaran pemerintah harus mengacu pada system 

penggangaran berbasis kinerja. Penggangaran berbasis kinerja adalah anggaran 

yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (imput),dan 

hasil yang diharapkan (outcomes), sehingga dapat memberikan informasi tentang 

efektivitas dan efisiensi kegiatan ( Trianto,2016).    

Dalam pengelolaan keuangan daerah tidak hanya menjadi faktor kunci 

dalam pembangunan suatu daerah, tetapi juga memainkan peran sentral dalam 

menentukan nasib dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pada masa sekarang, 

pengelolaan anggaran pemerintah lebih mengacu pada sistem penganggaran 

berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja diformulasikan dengan 

mempertimbangkan keterkaitan antara pendanaan (input) dan hasil yang 

diharapkan (outcomes), sehingga memberikan informasi yang lebih menyeluruh 

tentang efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintah. 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) adalah sebuah 

lembaga yang berperan dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia di suatu wilayah atau negara. Kantor BPSDM dibentuk oleh 

pemerintah dengan tujuan untuk merancang, melaksanakan, dan mengelola 

program pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia.                                           

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh memiliki kaitan 
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yang erat dengan pelaksanaan anggaran belanja, terutama dalam konteks 

pelaksanaan anggaran belanja. Oleh karena itu sangat penting untuk memastikan 

transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan keuangan dalam upaya 

pengembangan sumber daya manusia di wilayah Aceh. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan. 

Undang-Undang ini menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional 

mencakup tata cara perencanaan untuk menghasilkan rencana pembangunan 

dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Perencanaan pembangunan 

yang dihasilkan oleh undang- undang ini harus dilaksanakan di tingkat pusat dan 

daerah, menekankan pentingnya koordinasi dan implementasi rencana 

pembangunan                   di seluruh wilayah negara. Hal ini menunjukkan 

pentingnya menyelaraskan kebijakan dan program pemerintah dengan rencana 

pembangunan yang telah disusun. 

Proses dimulai dengan penyusunan perencanaan, yang kemudian diakhiri 

dengan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai keberhasilan efektivitas dan 

efisiensi dari perencanaan yang telah disusun. Anjuran perencanaan berlaku baik   

di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya koordinasi 

antara perencanaan nasional dan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan 

secara menyeluruh. 

Menurut Mardiasmo (2014:32) pengertian efektivitas pada dasarnya 

berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Sedangkan menurut 

Mario (Mario, 2014:134) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan 
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tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan oprasional dikatakan efektif 

apabila proses penganggaran mulai diarahkan untuk berorintasikan pada keluaran 

(output) dan dampak (outcome) melalui ukuran efektivitas. 

Aceh memiliki perlakuan khusus sesuai dengan UU Nomor 11/2006 tentang 

pemerintahan Aceh. Di Aceh, istilah Satuan Kerja Pemerintahan Aceh (SKPA) 

digunakan sebagai pengganti istilah satuan kerja perangkat daerah. Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh merupakan salah satu 

perangkat daerah provinsi Aceh yang bertanggung jawab melaksanakan 

pengembangan sumber daya manusia dan aparatur di bidang penyelenggaraan 

urusan pemerintahan. 

Penyusunan Anggaran didasarkan pada peraturan pemerintah, yaitu                         

PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.                                       

Hal ini menunjukkan bahwa proses tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku. Umumnya penyusunan dilakukan dengan cara melakukan 

penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, penyusunan rancangan kebijakan 

umum anggaran, penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara, penyusunan 

rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), penyusunan 

rancangan perda APBD, dan penetapan APBD. Untuk tercapainya pelaksanaan 

dan penatausahaan APBD yang baik jadi tidak terlepas dari adanya pengawasan. 

Pengawasan ini dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran (pengawasan 

melekat), menekankan pentingnya tanggung jawab langsung dari pihak yang 

bertanggung jawab atas penggunaan anggaran. 
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Pengelolaan anggaran daerah harus dilaksanakan secara ekonomis, efisien, 

dan efektif atau memenuhi value for money serta partisipan, transparansi, 

akuntabilitas dan keadilan. Menurut Mahmudi (2005:92) efektivitas adalah 

hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi atau sumbangan 

output terhadap pencapaian tujuan, dengan demikian semakin efektif organisasi, 

program atau kegiatan. Sedangkan menurut penelitian Tuju (2016:72), 

menyatakan efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu 

proses, semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya dengan demikian 

proses dikatakan semakin efisien.  

Prinsip-prinsip penting dalam pengelolaan anggaran daerah dan 

menghubungkannya dengan dampak yang mungkin terjadi pada pertumbuhan 

ekonomi, pengurangan pengangguran, dan penurunan tingkat kemiskinan.                  

Karena itu dengan mengutamakan prinsip-prinsip manajemen anggaran yang 

efisien dan efektif, serta memastikan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan 

keadilan, pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan dampak positif pada 

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.                                

Berikut merupakan rincian data mengenai perencanaan dan realisasi anggaran 

belanja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh dari tahun 2020 

hingga 2022 : 

Tabel 1.1 

Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran 

 Tahun Anggaran 2020-2022 pada BPSDM Aceh 

 

Tahun Rencana Anggaran 

(Rp) 

Realisasi Anggaran 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

2020 99.180.208.498,00 88.906.420.072,00 89.64 
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2021 208.848.070.489,00 185.325.293.861,00 88.74 

2022 190.532.972.899,00 183.056.258.365,00 96.80 

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Berdasarkan tabel diatas, memperlihatkan rencana anggaran Tahun 2020  

rencana anggaran total Rp99.180.208.498,00 terealisasikan sebesar 

Rp88.906.420.072,00 atau (89.64%). Pada Tahun 2021 rencana anggaran                                           

Rp208.848.070.489,00 terealisasikan sebesar Rp185.325.293.861,00 atau 

(88.74%). Dan pada Tahun 2022 rencana anggaran sebesar Rp190.532.972.899,00 

dan terealisasinya sebesar Rp183.056.258.365,00 atau (96.8%), umumnya hal ini 

menunjukkan bahwa anggaran yang terealisasikan tidak mampu menyerap seluruh 

anggaran yang ada pada rencana anggaran semula, meskipun Tahun 2022 rencana 

anggaran menurun dibandingkan Tahun 2021.           

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis 

tertarik untuk menganalisis anggaran pada BPSDM Aceh melalui penelitian yang 

berjudul “Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja  pada Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh”. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tingkat Efisiensi dan 

Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja pada BPSDM Aceh pada Tahun                 

2020 – 2022? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis 

tingkat efisiensi dan efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja pada BPSDM 

Aceh pada Tahun 2020 – 2022 agar efektif dan efisien. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berikut: 

1. Manfaat Praktis    

Hasil penelitian ini  diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait  

efektivitas   dan   efesiensi   pengeluaran   pemerintah    pada  Kantor   Badan                                                                                                             

 Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat member kontribusi literature terhadap 

penelitian Akutansi Sektor Publik, khususnya mengenai pengeluaran 

pemerintah pada kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BPSDM) Aceh dan menjadi acuan bagi mahasiswa/i dalam mengkaji dan 

mengembangkannya. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis efisiensi dan efektivitas 

pengelolaan Anggaran Belanja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BPSDM) Aceh pada periode tahun 2020- 2022. 
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BAB II 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

 

1.1 Landasan Teoritis 

1.1.1 Efisiensi 

Teori efisiensi anggaran mencakup kemampuan organisasi atau lembaga 

dalam memaksimalkan output atau hasil yang diinginkan dengan meminimalkan 

penggunaan sumber daya atau biaya. Fokus utama dari teori ini adalah 

penggunaan optimal sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang 

diinginkan.                          Pada dasarnya, efisiensi anggaran bertujuan untuk 

mengukur sejauh mana suatu organisasi dapat melakukan pengelolaan sumber 

daya secara hemat dan efisien. Menurut Heri Sudarsono (2020), efisiensi anggaran 

menitikberatkan pada optimalisasi biaya untuk mencapai output yang diinginkan. 

Pada umumnya, teori efisiensi dalam konteks pengelolaan anggaran dapat 

merujuk pada berbagai konsep dan pendekatan yang berfokus pada penggunaan 

sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Landasan untuk 

teori efisiensi (Mardiasmo, 2003:67) dalam pengelolaan anggaran melibatkan 

prinsip-prinsip manajemen dan ekonomi. Berikut adalah beberapa bahan yang 

dapat menjadi dasar teori efisiensi: 

a.  Prinsip-Prinsip Manajemen 

Penggunaan prinsip-prinsip manajemen modern, seperti Total Quality 

Management (TQM) atau Lean Management, dapat membantu 
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meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dengan mengurangi 

pemborosan, meningkatkan proses, dan meminimalkan risiko. 

b. Analisis Cost-Benefit (Biaya-Manfaat) 

Teori efisiensi anggaran seringkali berkaitan dengan analisis cost-benefit,                  

di mana organisasi berupaya memastikan bahwa manfaat yang diperoleh dari 

penggunaan sumber daya melebihi biaya yang dikeluarkan. 

c. Teknik dan Alat Manajemen Keuangan 

Penerapan teknik dan alat manajemen keuangan, seperti budgeting yang baik, 

pengendalian biaya, dan alokasi sumber daya yang tepat, merupakan bagian 

dari teori efisiensi anggaran. 

d. Pengukuran Kinerja 

Penggunaan metrik dan indikator kinerja untuk menilai sejauh mana 

organisasi dapat mencapai hasil yang optimal dengan sumber daya yang 

dimilikinya. 

e. Teknologi Informasi 

Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi keuangan dapat 

meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran melalui otomatisasi 

proses, pemantauan real- time, dan analisis data. 

 

1.1.2 Efektivitas 

Kata efektif berasal dari bahasa inggris effective yang berarti berhasil atau 

sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiyah populer 

mendefenisikan efektivitas sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau 
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menunjang tujuan. Menurut Siagian (2009:11) memberikan definisi bahwa 

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah 

tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah 

barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.  

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran 

yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semkain mendekati sasaran, berarti 

makin tinggi efektivitasnya. Abdulrahmat (2003:92) Efektivitas adalah 

pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang 

secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat 

pada waktunya. 

Teori efektivitas anggaran berkaitan dengan sejauh mana suatu organisasi 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menciptakan dampak yang diinginkan. 

Fokus utama dari teori ini adalah evaluasi sejauh mana suatu organisasi atau 

lembaga berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan 

anggarannya. Heri Sudarsono (2020) menyebutkan bahwa efektivitas anggaran 

menyoroti pencapaian tujuan dan hasil yang diharapkan dari penggunaan 

anggaran tersebut. Dengan kata lain, efektivitas anggaran membahas sejauh mana 

suatu program atau kegiatan berhasil memberikan dampak positif sesuai dengan 

yang diinginkan. 

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, 

sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2002:77), yaitu: 
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a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan 

dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi 

dapat tercapai. 

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah 

“pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai 

sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam 

pencapaian tujuan organisasi. 

c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan 

tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya 

kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha 

pelaksanaan kegiatan operasional. 

d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang 

apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan. 

e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu 

dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila 

tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. 

f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas 

organisasi adalah kemamapuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan 

prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. 

g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program 

apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut 

tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi 

semakin didekatkan pada tujuannya. 
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h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat 

manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut 

terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian. 

Teori Efektivitas dapat diterapkan di berbagai konteks, termasuk dalam 

manajemen organisasi, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya. Pendekatan ini 

membantu menganalisis, merancang, dan meningkatkan sistem atau proses agar 

dapat mencapai hasil yang diinginkan dengan cara yang efektif dan efisien. 

 

1.1.3 Jenis-Jenis Fungsi Anggaran 

Anggaran Operasional merupakan Anggaran yang berisi rencana kebutuhan 

sehari-hari oleh pemerintah pusat/daerah untuk menjalankan kegiatan 

pemerintahan. Belanja operasi merupakan bagian dari anggaran operasional. 

Belanja operasi adalah belanja yang manfaatnya hanya untuk satu periode 

anggaran dan tidak dimaksudkan untuk menambahkan aset pemerintah.  

Klasifikasi belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja 

barang non-investasi, pembayaran bunga, hutang, subsidi, dan belanja 

operasional. Sedangkan Anggaran Modal /Investasi merupakan Anggaran yang 

berisi rencana jangka panjang dan pembelanjaan aktiva tetap, seperti gedung, 

peralatan, kendaraan, perabot kantor. Belanja modal merupakan bagian dari 

anggaran modal/investasi. 

Fungsi anggaran dalam sektor publik dapat dilihat melalui beberapa 

perspektif yang beragam, yaitu: 
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a. Alat perencanaan, anggaran digunakan sebagai instrumen untuk merumuskan 

tujuan, kebijakan, program, aktivitas, alokasi dana, dan sumber pembiayaan, 

termasuk indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis. 

b. Alat pengendalian, anggaran menjadi instrumen yang dapat mengontrol 

pemborosan pengeluaran. Pemerintah menyajikan rencana detail tentang 

penerimaan dan pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan kepada 

publik berdasarkan anggaran yang diajukan. 

c. Alat kebijakan fiskal, anggaran mencerminkan arah kebijakan fiskal 

pemerintah, memungkinkan prediksi dan estimasi ekonomi, serta 

mengkoordinasikan kegiatan ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan. 

d. Alat politik, anggaran merupakan dokumen politik yang mencerminkan 

komitmen dan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif terkait penggunaan 

dana publik. 

e. Alat koordinasi dan komunikasi, anggaran digunakan untuk 

mengkoordinasikan bagian dalam pemerintahan dan berfungsi sebagai alat 

komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. 

f. Alat penilaian kinerja, mengevaluasi pencapaian target anggaran dan efisiensi 

pelaksanaan anggaran sebagai wujud komitmen eksekutif kepada legislatif. 

g. Alat pemotivasi, anggaran dapat memotivasi eksekutif dan stafnya untuk 

bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan 

organisasi. 

h. Alat untuk menciptakan ruang publik, anggaran menjadi wadah untuk 

menampung aspirasi masyarakat, baik kelompok terorganisir maupun yang 
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tidak terorganisir. Dengan berbagai fungsi ini, anggaran sektor publik 

menjadi instrumen penting dalam merencanakan, mengendalikan, dan 

mengkoordinasikan berbagai aspek kegiatan pemerintahan serta memastikan 

partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. 

 

1.1.4 Struktur Anggaran 

Menurut Halim dan Kusufi (2014:100-112) serta Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dipahami 

sebagai suatu rangkaian yang terinci. Pendapatan Daerah, sebagai hak pemerintah 

daerah untuk menambah nilai kekayaan bersih, terdiri dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.  

Selain itu, terdapat Dana Perimbangan yang melibatkan dana bagi hasil, 

dana lokasi umum, dan dana alokasi khusus. Lain-lain Pendapatan Daerah yang 

sah mencakup hibah, dana darurat dari pemerintah, dan dana bagi hasil pajak dari 

provinsi kepada kabupaten/kota. 

Dalam konteks ini Belanja Daerah sebagai kewajiban pemerintah daerah 

yang mengurangi nilai kekayaan bersih, terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung, 

melibatkan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, dan 

belanja tidak terduga. Kemudian, Belanja Langsung yang mencakup belanja 

pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.  
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Adapun Pembiayaan Daerah, yang mencakup semua penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya, melibatkan penerimaan pembiayaan seperti selisih lebih perhitungan 

anggaran tahun lalu (SILPA), pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman 

daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan piutang 

daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sementara 

pengeluaran pembiayaan melibatkan pembentukan dana cadangan dan penyertaan 

modal (investasi pemerintah daerah). Dengan demikian, struktur APBD ini 

mencakup berbagai elemen yang menjelaskan sumber dan penggunaan anggaran 

secara rinci dalam konteks pemerintahan daerah. 

 

 

1.1.5 Belanja Modal dan Investasi Publik 

Belanja Modal, yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD), memiliki peran sentral dalam pembentukan modal 

pemerintah daerah. Konsep ini menekankan bahwa pengeluaran pemerintah yang 

termasuk dalam Belanja Modal memiliki manfaat yang melebihi satu tahun 

anggaran dan bertujuan untuk menambah aset atau kekayaan daerah. Dalam 

praktiknya, Belanja Modal mencakup berbagai pengeluaran seperti peralatan, 

bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya yang diarahkan untuk 

meningkatkan kapasitas dan kualitas aset pemerintah. Teoritis, tiga cara umum 
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untuk memperoleh aset tetap tersebut termasuk membangun sendiri, menukarkan 

dengan aset tetap lainnya, atau membeli. 

Beberapa ahli, seperti Dewi (2006) dan Syaiful (2008), menyatakan bahwa 

Belanja Modal bukan hanya mencakup pembentukan modal, tetapi juga 

melibatkan pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang bertujuan 

mempertahankan atau meningkatkan masa manfaat, kapasitas, dan kualitas aset. 

Klasifikasi Belanja Modal, seperti yang diuraikan dalam Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, 

memberikan panduan terstruktur mengenai jenis-jenis Belanja Modal, seperti 

Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi 

dan Jaringan, serta Belanja Modal Fisik lainnya. 

Klasifikasi Belanja Daerah membagi belanja menjadi dua kategori utama, 

yaitu Belanja Tidak Langsung, yang melibatkan pengeluaran tidak langsung 

terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, dan Belanja Langsung, yang secara 

langsung terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. 

Keseluruhan, Belanja Modal merupakan instrumen vital dalam strategi 

pembangunan daerah yang mencakup pembentukan modal, pemeliharaan aset, 

dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

Belanja modal dan investasi publik adalah dua komponen krusial dalam 

kebijakan fiskal pemerintah, membentuk landasan bagi pembangunan 

infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Belanja modal, yang 

mencakup pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, serta 

pembelian aset tetap seperti tanah dan mesin, berfungsi sebagai katalisator untuk 
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peningkatan infrastruktur dan daya saing wilayah. Pemerintah pusat dan daerah 

masing-masing memiliki belanja modalnya sendiri, mengarah pada pembangunan 

infrastruktur yang bersifat lokal maupun nasional. 

Fungsi belanja modal tidak hanya mencakup peningkatan infrastruktur, 

tetapi juga merangsang pertumbuhan ekonomi melalui investasi strategis. 

Sementara itu, investasi publik melibatkan alokasi dana pemerintah dalam 

berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Investasi ini 

dapat berupa proyek-proyek langsung atau peningkatan dalam sektor pendidikan 

dan kesehatan. 

Investasi publik di bidang pendidikan dan kesehatan tidak hanya bertujuan 

untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga untuk meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, investasi publik dapat 

memperkuat pemberdayaan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan 

meningkatkan daya saing ekonomi di tingkat lokal dan nasional. 

Baik belanja modal maupun investasi publik memiliki dampak jangka 

panjang yang signifikan, menciptakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keputusan strategis 

terkait alokasi sumber daya dalam kedua komponen ini perlu diambil dengan 

cermat, mempertimbangkan analisis dampak dan prioritas pembangunan nasional. 

Sehingga, belanja modal dan investasi publik dapat menjadi pendorong utama 

bagi pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat. 
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1.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya terkait dengan judul penelitian pernah di lakukan 

oleh Fahlevi dan Ananta (2015). Penelitian ini berjudul Analisis Efisiensi dan 

Efektivitas Anggaran Belanja Langsung-Studi pada SKPD di Kota Banda Aceh.                                 

Data penelitian bersumber dari Pemerintah Kota di Banda Aceh. Hasil Penelitian 

menunjukan tingginya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran belanja 

langsung di SKPD dengan variasi efisiensi dan efektivitas anggaran.                                

Selain itu ditemukan bahwa isi perencanaan merupakan masalah rutin yang 

menyebabkan rendahnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran belanja 

langsung. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Tulangow (2016), dengan mengambil 

judul Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah 

Kabupaten Minahasa. Dengan tujuan untuk mengetaui baik tidaknya tingkat 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kabupaten Minahasa.                                 

Hasil penelitian menunjukan bahwa masih kurang baik karena Pemerintah 

Kabupaten Minahasa hanya berfokus pada belanja tidak langsung khususnya 

belanja pegawai dan hasil analisis juga menunjukkan tingkat Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) masih rendah.  

Selanjutnya di lakukan oleh Muriyanti,(2017) dengan judul Analisis 

Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintahan 

Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011-2015. Penelitian ini bertujuan 

untuk menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Kabupaten Wonogiri.        

Hasil Penelitian menunjukan tingkat efektivitas sangat efektif, dengan rata-rada 
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diatas 100%, tingkat efisiensi terjadi penurunan karena Pemerintah Kabupaten 

Wonogiri banyak mengalokasikan anggaran belanja untuk belanja modal. 

Penelitian selanjutnya di lakukan oleh Cindy dkk, (2018) dengan judul 

Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja 

Pemerintah Dinas Pertanian dan Peternakan di Provinsi Sulawesi Utara.                    

Dengan tujuan untuk menilai Efektifitas dan Efisiensi kinerja Pemerintah di Dinas 

Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan 

dari tingkat efektivitas anggaran belanja Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi 

Sulawesi Utara cukup efektif walaupun ada program yang terealisasi tidak sesuai 

dengan target yang ditetapkan, sedangkan tingkat efisiensi sudah berhasil 

memenuhi syarat efisiensi dengan penggunaan dana yang minimum untuk 

mencapai hasil yang maksimum yang berada dibawah 60%. 

Penelitian selanjutnya di lakukan oleh, Siti Mardhiyah Ulfa (2018) dengan 

judul Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja 

Pada Dinas Perhubungan Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tingkat efektivitas sudah efektif dengan mencapai 100% yang mana hasil dari 

semua pekerjaan tersebut akan langsung dapat dinikmati oleh masyarakat dan 

tingkat efisiensi sudah efisiensi dengan mencapai 100%.   

  

Penjelasan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang telah diuraikan  juga 

dapat dilihat secara ringkas pada table berikut: 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Sebelumnya 
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No 
Peneliti, 

Tahun 

Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 Fahlevi dan 

Ananta 

(2015) 

Analisis 

Efisiensi dan 

Efektivitas 

Anggaran 

Belanja 

Langsung -

Studi pada 

SKPD di 

Kota Banda 

Aceh 

Menunjukkan tingginya 

efisiensi dan efektivitas 

penggunaan anggaran 

belanja langsung di 

SKPD dengan variasi 

efisiensi efektivitas 

anggaran. Selain itu 

ditemukan bahwa isu 

perencanaan 

merupakan masalah 

rutin yang 

menyebabkan 

rendahnya efisiensi dan 

efektivitas pengunaan 

anggaran belanja 

langsung. 

Persamaan 

Objek 

penelitian,yaitu 

menganalisis 

realisasi 

anggaran 

Perbedaan 

lokasi 

penelitian,dan 

waktu 

penelitian 

2 Andre P. 

Tungalo W 

dan Treesje 

Runtu 

(2016) 

Analisis 

Realisasi 

Anggaran 

Pendapatan 

Dan Belanja 

Derah 

Pemerintah 

Kabupaten 

Minahasa 

(2013-2015) 

Menunjukkan bahwa 

realisasi kinerja 

pendapatan daerah 

kabupaten Minahasa 

dilihat dari sisi 

pendapatan dengan

 menggunakan 

analisis varians tahun 

2013- 2015 dapat 

dikatakan kurang baik, 

karena realisasi  tidak  

mencapai jumlah yang 

dianggarkan 

Persamaan 

Objek 

Penelitian       

yaitu mengenai 

Analisis 

Anggaran 

Perbedaan 

lokasi 

penelitian dan 

waktu 

penelitian 

3 Kiky  

Muryanti 

(2017) 

Analisis 

Realisasi 

Anggaran 

Untuk 

Menilai 

Efektivitas 

Dan Efisiensi 

Kinerja 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten 

Wonogiri 

Tahun 

Anggaran 

2011-2015 

Menunjukkan tingkat 

efektivitas sangat 

efektif, dengan rasio 

efektivitas rata-rata 

diatas 100%, tingkat 

efisiensi terjadi 

penurunan karena 

pemerintah    

Kabupaten Wonogiri 

banyak 

mengalokasikan 

anggaran belanja untuk 

belanja modal 

Persamaan 

Objek 

Penelitian, 

yaitu mengenai 

Analisis 

Realisasi 

anggaran 

Perbedaan 

lokasi 

penelitian dan 

waktu 

penelitian 
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No 
Peneliti, 

Tahun 

Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

4 Cindy,D kk 

(2018) 

Analisis 

Realisasi 

Anggaran 

Untuk 

Menilai 

Efektivitas 

dan Efisiensi 

Kinerja 

Pemerintah 

di Dinas 

Pertanian dan 

Perternakan 

Provinsi 

Sulawesi 

Utara 

Dari tingkat Efektivitas 

Anggaran Belanja 

Dinas Pertanian dan 

Perternakan Provinsi 

Sulawesi Utara cukup 

efektif walaupun ada 

program yang 

terealisasikan tidak 

sesuai dengan target 

yang diterapkan. 

Sedangkan tingkat 

efisiensi sudah berhasil 

memenuhi syarat 

efisiensi dengan 

penggunaan dana yang 

minimum untuk 

mencapai hasil yang 

maksimum yang berada 

dibawah 60% 

Persamaan 

Objek 

Penelitian, 

yaitu mengenai 

Analisis 

Realisasi 

Anggaran 

Perbedaan 

lokasi 

penelitian dan 

waktu 

penelitian 

5 Siti 

Mardhiyah  

Ulfa (2018  )

Analisis 

Realisasi 

Anggaran 

Untuk 

Menilai 

Efektivitas 

dan Efisiensi 

Kinerja Pada 

Dinas 

Perhubungan 

Kota Medan 

Menunjukkan bahwa 

tingkat efektivitas 

sudah efektif dengan 

mencapaian 

100% yang mana hasil 

dari semua pekerjaan 

tersebut akan langsung 

dapat dinikmati oleh 

masyarakat dan tingkat 

efisiensi sudah efisien 

dengan mencapai 100% 

Persamaan 

Objek 

Penelitian, 

yaitu mengenai 

Analisis 

Realisasi 

Anggaran 

Perbedaan 

lokasi 

penelitian dan 

waktu 

penelitian 

 

1.3 Kerangka Pemikiran 

Pemerintah daerah (BPSDM) Aceh dituntut untuk menjalankan roda 

pemerintahan secara efektif dan efisien. Keberhasilan pembangunan daerah 

(BPSDM) Aceh tidak terlepas dalam kemampuan bidang keuangan yang 

merupakan salah satu indikator dalam menghadapi pembangunan daerah.  

Berdasarkan latar belakang masalah,tinjauan tioritis,dan tinjauan penelitian 

sebelumnya maka penelitian ini akan mengulas tentang permasalahan realisasi 
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anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja yang dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini.      

 

 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran 

Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

(BPSDM) 

Pengelolaan Keuangan  

Laporan Realisasi 

Anggaran Belanja 

Efektivitas Efisiensi  

Analisa dan Evaluasi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Desain Penelitian 

Menurut Sekaran (2019:152) desain penelitian adalah rencana struktur 

penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin 

menjadi valid, objektif, efisien, dan efektif. Desain penelitian dapat meliputi 

beberapa elemen yaitu; tujuan penelitian, jenis penelitian, tingkat investasi 

penelitian, horizon waktu dan unit analisis. 

1.1.1 Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat Efisiensi dan 

Efektivitas Pengelolaan APBD oleh BPSDM Aceh pada tahun 2020 – 2022 dalam 

mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan serta upaya perbaikan yang dapat 

diusulkan guna meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran 

Belanja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh. 

Lokasi yang dipilih dari penelitian ini adalah pada Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia (BPSDM) Aceh. Objek penelitian yang akan diteliti adalah 

Anggaran Belanja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 

Aceh Tahun 2020-2022. 

1.1.2 Tingkat Intervensi Penelitian 

 Tingkat intervensi peneliti dalam penelitian ini adalah intervensi minimal               

di mana peneliti melakukan penelitiaanya tanpa mengintervensi adalah Realisasi 
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Anggaran Belanja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 

Aceh Tahun 2020-2022. 

1.1.3  Horizon Waktu 

  Menurut Sugiyono (2018:6) deret waktu (time series) adalah serangkaian 

nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Analisis time series 

mempelajari pola gerakan nilai-nilai variabel pada satu interval waktu (misalnya 

minggu, bulan, tahun) yang teratur. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa 

pola lama akan terulang. Sejalan dengan berlangsungnya perubahan waktu. 

Peneliti mungkin ingin mempelajari fenomena lebih dari satu batas waktu dalam 

rangka menjawab pertanyaan penelitian. 

1.1.4  Unit Analisis 

   Data yang diperoleh secara individu dimanfaatkan untuk mengukur analisis 

pada tingkat akumulasi yang lebih tinggi. Ciri khas dari tingkat analisis ini adalah 

inklusi tingkat yang lebih rendah ke dalam tingkat yang lebih tinggi. Sifat 

informasi yang terkumpul, bersama dengan tingkat di mana data diakumulasi 

untuk analisis, menjadi bagian integral dari keputusan yang diambil dalam 

menentukan unit analisis. Dalam konteks penelitian ini, unit analisis yang 

diberlakukan adalah bidang keuangan. 

 

1.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data merupakan tempat di mana peneliti dapat memperoleh data 

yang dibutuhkan. Dalam memilih sumber data, peneliti perlu mempertimbangkan 

kelengkapan dan validitas informasi yang akan dikumpulkan. Menurut Sutopo 

(2018:56), "Pemahaman tentang berbagai macam sumber data sangat penting bagi 
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peneliti karena keberhasilan dalam memilih dan menentukan jenis sumber data 

akan memengaruhi akurasi, kekayaan, dan kedalaman informasi yang diperoleh. 

Data sekunder adalah informasi yang telah dilaporkan dan dikumpulkan 

sebelumnya oleh pihak lain di luar peneliti, meskipun data tersebut pada dasarnya 

bersumber dari sumber asli. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari berbagai 

instansi, perpustakaan, dan pihak lainnya. 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode dokumentasi, dengan fokus utama pada studi literatur dari perpustakaan. 

Pendekatan ini melibatkan pemeriksaan dan analisis berbagai sumber informasi 

seperti buku, teks, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. 

Selain itu, pengumpulan data primer dilakukan dengan cara studi dokumentasi 

terhadap informasi yang bersumber langsung dari Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia (BPSDM) Aceh. Dokumen-dokumen seperti profil Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia  (BPSDM) Aceh, laporan keuangan, dan 

data lainnya akan menjadi sumber utama untuk mendapatkan informasi terkini 

dan spesifik terkait dengan topik penelitian ini. 

1.3 Teknik Analisis Data 

 Dalam analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu 

dengan cara mengumpulkan data,disusun,dienterprestasikan dan analisis sehingga 

memberikan kesimpulan yang jelas dan objektif terhadap masalah yang ada yaitu 

mengenai kinerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 

Aceh dengan dilihat dari segi efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran.  
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Berikut adalah rumus untuk mengukur efektivitas dan interprestasi nilai 

efektivitas :  

Efektivitas = (Realisasi Anggaran) / (Target Anggaran Belanja) x 100 

             Sumber : Mahsun, 2014 

Kemampuan keuangan dikategorikan sebagai sangat efektif, efektif, cukup 

efektif, kurang efektif, atau tidak efektif berdasarkan rentang persentase. 

Tabel 3.1 

Interprestasi Nilai Efektivitas 

 

Persentase Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

90%-100% Efektif 

80%-90% Cukup Efektif 

60%-80% Kurang Efektif 

<60% Tidak Efektif 
                 Sumber: : Kepmendagri No.690.900-327,1996. 

Berikut adalah rumus untuk mengukur efisiensi dan interprestasi nilai 

efisiensi :   

Efisiensi = Realisasi Anggaran Belanja / (Anggaran Belanja) x 100 

             Sumber : Mahsun (2014:84) 

Kemampuan keuangan dikategorikan sebagai sangat efesien, efisien, cukup 

efesien, kurang efesien, atau tidak efesien berdasarkan rentang persentase. 

Tabel 3.2 

Interprestasi Nilai Efisiensi 

Persentase Kriteria 

>100% Tidak Efisien 

90%-100% Kurang Efisien 

80%-90% Cukup Efisien 

60%-80% Efisien 

<60% Sangat Efesien 
                 Sumber: : Kepmendagri No.690.900-327,1996. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Gambaran Umum  Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  

(BPSDM) Aceh 

4.1.1  Sejarah Singkat BPSDM Aceh 

  Badan Pengembangan Sumber Manusia Aceh (BPSDM) Aceh merupakan 

sebuah instansi Pemerintah Aceh yang bertugas menyelenggarakan dan 

merumuskan kebijakan daerah dibidang pengembangan sumber daya manusia, 

aparatur dan non aparatur Aceh.  BPSDM Aceh terletak di Jalan T. Panglima 

Nyak Makam No.8  Banda Aceh Kode Pos 23125. 

 BPSDM Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dimana sebelumnya bernama 

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) yang dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya melekat dengan tugas-tugas administrasi kepegawaian. 

Konsekuensi  yuridis dengan ditetapkannya Qanun tersebut membentuk dua 

institusi dengan nomenklatur baru yaitu BPSDM Aceh dan Badan Kepegawaian 

Aceh (BKA). Berimplikasi pada tugas dan tanggung jawab yang lebih spesifik, 

fokus dan berdampak strategis dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan 

kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)  Indonesia pada umumnya dan 

khususnya masyarakat Aceh. 

  BPSDM Aceh tidak hanya lagi sebagai  badan penyelenggaraan pendidikan 

dan pelatihan saja, akan tetapi memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi 
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sertifikasi penyelenggaraan diklat dan kegiatan lain yang berorientasi pada 

peningkatan kualitas dan pengembangan kompetensi aparatur. 

 Konsekuensi lain dari pemisahan BKPP menjadi Badan Kepegawaian Aceh 

(BKA) dan BPSDM Aceh akan memberi ruang dan gerak yang lebih luas dan 

terfokus bagi BPSDM baik dalam untuk menjalankan Badan yang juga memiliki 

fungsi sertifikasi.  Sebagai dalam konteks Nasional, fungsi ini ditambah dengan 

fungsi standarisasi yang dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan diklat provinsi 

maupun kabupaten/kota. 

 Kedudukan dan fungsi yang demikian strategis dalam mengembangkan 

kompetensi Aparatur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubenur Aceh 

Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata 

Kerja BPSDM Aceh. 

  

4.1.2   Visi dan Misi  BPSDM Aceh  

 Adapun visi dan misi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BPSDM) Aceh Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022  adalah sebagai berikut: 

VISI: 

”Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk 

memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan”. 

 

MISI: 
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”Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas 

Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi 

Meningkatkan kopetensi sumber daya manusia” 

4.1.3  Tugas dan Fungsi BPSDM Aceh 

Tugas: 

”Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh mempunyai tugas 

melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan aparatur di bidang 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan 

daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan” 

 

Fungsi: 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia (BPSDM) Aceh mempunyai fungsi: 

a.  Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan 

sumber daya manusia  dan aparatur di provinsi. 

b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintahan 

provinsi dan  kabupaten/kota. 

c. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi 

dan  kabupaten/kota. 

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan 

sumber daya manusia  aparatur di provinsi dan kabupaten/kota. 
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e. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Provinsi. 

f. Pembinaan UPTB; dan 

g.   Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di 

bidang  pengembangan sumber daya manusia Aceh. 
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Gambar 4.1  

Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

4.2.   Hasil Penelitian 

 

4.2.1   Analisis rasio Keuangan BPSDM Aceh 

 

4.2.1.1 Rasio  Efisiensi 

  Efisiensi  secara umum adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan 

yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk 

mencapai hasil yang diinginkan.  Analisis efisiensi menggambarkan  kemampuan 

suatu organisasi  untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan menggunakan 

sumber daya yang lebih hemat. Berdasarkan  halis analisis kinerja keuangan pada 

BPSDM Aceh Tahun 2020 S.d 2022, maka Rasio Efisiensi sebagai berikut: 

 

1. Tahun 2020 

Efisiensi     =  Realisasi Anggaran Belanja   x 100% 

                      Target Anggaran Belanja 

 

        =  Rp183.056.258.365,00x 100%  = 96,08% 

  Rp190.561.251.866,00 

 

2. Tahun 2021 

Efesiensi   =  Realisasi Anggaran Belanja   x 100% 
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                     Target Anggaran Belanja 

 

           

              =  Rp185.325.293.861,00  x 100%  = 88,74% 

          Rp208.848.070.489,00 

 

1. Tahun 2022 

Efisiensi  =  Realisasi Anggaran Belanja   x 100% 

                    Target Anggaran Belanja 

 

               =  Rp183.056.258.365,00x 100%  = 96,08% 

           Rp190.561.251.866,00 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel rasio efektivitas sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 

Anggaran dan Realisasi Anggaran BPSDM Aceh 

 Tahun Anggaran 2020-2022 
 

 

Tahun 
Anggaran Belanja 

 (Rp) 

Realisasi Anggaran 

Belanja (Rp) 

Tingkat 

Efektivitas 

2020 99.180.208.498,00 88.906.420.072,00 89,64% 

2021 208.848.070.489,00 185.325.293.861,00 88,74% 

2022 190.532.972.899,00 183.056.258.365,00 96,08 % 

       Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPSDM Aceh  (data diolah, 2024) 

  Berdasarkan  tabel 4.1 di atas dapat  dijelaskan bahwa pada Tahun 2020 

anggaran belanja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh 

sebesar Rp99.180.208.498,00  dan realisasi anggaran belanja sebesar 

Rp88.906.420.072,00,- dengan Tingkat persentase 89,64% dari total anggaran 

belanja. Pada Tahun 2021 anggaran belanja sebesar Rp208.848.070.489,00,- 

dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp185.325.293.861,00,- dengan 

tingkat persentase  88,74%  dari total  anggaran belanja. Dan pada Tahun 2022 
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Anggaran belanja sebesar Rp99.180.208.498,00 dan realisasi anggaran belanja 

sebesar Rp88.906.420.072,00,- dari total anggaran belanja. 

 

4.2.1.2 Rasio Efektivitas 

 

  Analisis efektivitas  menggambarkan tingkat keberhasilan  pemerintah  

dalam merealisasikan anggaran belanja daerah yang sudah direncanakan dan 

target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi 

persentase rasio efektivitas anggaran belanja daeah, maka semakin baik pula 

kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis kinerja pada keuangan 

pada Badan Pengembangan Sumber daya Manusia (BPSDM) Aceh Tahun 20220 

s.d 202, maka Rasio efektivitas sebagai berikut, Mahsun (2009): 

 

1. Tahun 2020 

Efektivitas   =  Realisasi Anggaran Belanja   x 100% 

                       Target Anggaran Belanja 

 

          =  Rp88.906.420.072,00  x 100%  = 89,64% 

   Rp99.180.208.498,00 

 

2. Tahun 2021 

Efektivitas  =  Realisasi Anggaran Belanja   x 100% 

                       Target Anggaran Belanja 

 

        =  Rp185.325.293.861,00  x 100%  = 88,74% 

            Rp208.848.070.489,00 

 

3. Tahun 2022 

Efektivitas  =  Realisasi Anggaran Belanja   x 100% 
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                      Target Anggaran Belanja 

 

        =  Rp183.056.258.365,00x 100%  = 96,08% 

  Rp190.561.251.866,00 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel rasio efektivitas sebagai berikut: 

 

Tabel 4.2 

Anggaran dan Realisasi Anggaran BPSDM Aceh 

 Tahun Anggaran 2020-2022 
 

 

Tahun 
Anggaran Belanja 

 (Rp) 

Realisasi Anggaran 

Belanja (Rp) 

Tingkat 

Efektivitas 

2020 99.180.208.498,00 88.906.420.072,00 89,64% 

2021 208.848.070.489,00 185.325.293.861,00 88,74% 

2022 190.532.972.899,00 183.056.258.365,00 96,08 % 

       Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPSDM Aceh  (data diolah, 2024) 

Berdasarkan  tabel 4.2 di atas dapat  dijelaskan bahwa pada Tahun 2020 

anggaran belanja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh 

sebesar Rp99.180.208.498,00  dan realisasi anggaran belanja  sebesar 

Rp88.906.420.072,00,- dengan tingkat persentase atau 89,64% dari total 

anggaran belanja. Pada Tahun 2021 anggaran belanja sebesar 

Rp208.848.070.489,00,- dengan realisasi anggaran belanja sebesar 

Rp185.325.293.861,00,- dengan tingkat persentase atau 88,74%  dari total  

anggaran belanja. Dan pada Tahun 2022 Anggaran belanja sebesar 

Rp99.180.208.498,00  dan realisasi anggaran belanja sebesar 

Rp88.906.420.072,00,- dari total anggaran belanja. 

 

4.3.   Analisis dan Evaluasi 

 

4.3.1   Analisis Efisiensi Anggaran BPSDM Aceh 
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   Efisiensi anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BPSDM) Aceh   dari Tahun 2020 sampai Tahun 2022  ditunjukan dalam tabel 

4.3 berikut ini: 

 

Tabel 4.3 

Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Anggaran BPSDM Aceh 

 

Tahun 
Anggaran Belanja  

(Rp) 

Realisasi Anggaran 

Belanja (Rp) 

Tingkat 

Efektivitas  

Kriteria 

2020 99.180.208.498,00 88.906.420.072,00 89,64% Cukup Efisien 

2021 208.848.070.489,00 185.325.293.861,00 88,74% Cukup Effisien 

2022 190.532.972.899,00 183.056.258.365,00 96,08 % Kurang Efisien  

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPSDM Aceh (Data diolah, 2024) 

Berdasarkan  Tabel 4.3 di atas mengenai realisasi anggaran BPSDM Aceh Tahun 

2020 sampai Tahun 2022  dapat dijelaskan bahwa: 

1. Pada tahun 2020 realisasi anggaran  Badan Pengembangan Sumber Daya 

(BPSDM) Aceh sebesar Rp88.906.420.072,00  dari total anggaran 

BPSDM Aceh sebesar Rp99.180.208.498,00 dengan tingkat persentase 

89,64%.                                               Dapat disimpulkan efisiensi 

pelaksanaan anggaran belanja BPSDM Aceh dapat dikatakan cukup 

Efisien. 

2. Pada tahun 2021 realisasi anggaran  Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (BPSDM) Aceh sebesar Rp185.325.293.861,00 dari total 

anggaran BPSDM Aceh sebesar Rp208.848.070.489,00 dengan tingkat 

persentase 88,74%. Dapat disimpulkan efisiensi pelaksanaan anggaran 

belanja BPSDM Aceh dapat dikatakan cukup Efisien. 
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3. Pada tahun 2022 realisasi anggaran  anggaran  Badan Pengembangan 

Sumber Daya (BPSDM) Aceh sebesar Rp183.056.258.365,00 dari total 

anggaran BPSDM Aceh sebesar Rp190.532.972.899,00 dengan tingkat 

persentase 96,08%.   Dapat disimpulkan efisiensi pelaksanaan anggaran 

belanja BPSDM Aceh dapat dikatakan kurang Efisien. 

 

4.3.2   Analisis Efektivitas Anggaran BPSDM Aceh 

   Efektivitas anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BPSDM) Aceh  dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 di tunjukkan dalam 

tabel 4.4 berikut ini: 

 

Tabel 4.4 

Tingkat Efektifvitas Pelaksanaan Anggaran BPSDM Aceh 

Tahun 
Anggaran Belanja  

(Rp) 

Realisasi Anggaran 

Belanja (Rp) 

Tingkat 

Efektivitas  

Kriteria 

2020 99.180.208.498,00 88.906.420.072,00 89,64% Cukup Efektif 

2021 208.848.070.489,00 185.325.293.861,00 88,74% Cukup Efektif 

2022 190.532.972.899,00 183.056.258.365,00 96,08 % Efektif 

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPSDM Aceh (Data diolah, 2024) 

 Berdasarkan  tabel 4.4  di atas mengenai realisasi anggaran Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh Tahun 2020 sampai 

dengan Tahun 2022 dapat di jelaskan sebagai berikut: 

1. Pada tahun 2020 realisasi anggaran  Badan Pengembangan Sumber Daya 

(BPSDM) Aceh sebesar Rp88.906.420.072,00  dari total anggaran BPSDM 

Aceh sebesar Rp99.180.208.498,00 dengan tingkat persentase 89,64%, yang 

artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp10.273.788.426,00 yang tidak 
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digunakan oleh BPSDM Aceh. Dapat disimpulkan efektivitas pelaksanaan 

realisasi anggaran Tahun 2020 pada BPSDM Aceh dapat dikatakan cukup 

efektif..  

2. Pada tahun 2021 realisasi anggaran  anggaran  Badan Pengembangan 

Sumber Daya (BPSDM) Aceh sebesar Rp185.325.293.861,00 dari total 

anggaran BPSDM Aceh sebesar Rp208.848.070.489,00 dengan tingkat 

persentase 88,74%, yang artinya masih ada sisa anggaran sebesar 

Rp23.522.776.628,00 yang tidak digunakan oleh BPSDM Aceh. Dapat 

disimpulkan efektivitas pelaksanaan realisasi anggaran Tahun 2020 pada 

BPSDM Aceh dapat dikatakan cukup efektif..  

3. Pada tahun 2022 realisasi   anggaran  anggaran  Badan Pengembangan 

Sumber Daya (BPSDM) Aceh sebesar Rp183.056.258.365,00 dari total 

anggaran BPSDM Aceh sebesar Rp190.532.972.899,00 dengan tingkat 

persentase 96,08%, yang artinya masih ada sisa anggaran sebesar 

Rp7.476.714.534,00 yang tidak digunakan oleh BPSDM Aceh. Dapat 

disimpulkan efektivitas pelaksanaan realisasi anggaran Tahun 2020 pada 

BPSDM Aceh dapat dikatakan  efektif..  

 



37 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan  analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perkembangan tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran                                             

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh Tahun 2020 

sampai dengan Tahun 2022 dinilai  untuk Tahun 2020 dan Tahun 2021 

dengan nilai ”Cukup Efisien” dan untuk Tahun 2022 dengan nilai ”Kurang 

Efisien”.  Dengan tingkat persentase masing-masing dalam tahun tersebut 

sebesar  89.64% dan 88,74% serta  96,08% 

2. Perkembangan tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran                                             

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh Tahun 2020 

sampai dengan Tahun 2022 dinilai  untuk Tahun 2020 dan Tahun 2021 

dengan nilai ”Cukup Efektif” dan untuk Tahun 2022 dengan nilai ”Efektif”.                     

Dengan tingkat persentase masing-masing dalam tahun tersebut sebesar  

89.64% dan 88,74% serta  96,08%. 

 

5.2 Saran 

1. Diharapkan kepada Badan Pengembangan Sumbr Daya Manusia (BPSDM) 

Aceh harus berusaha lebih meningkatkan kinerja pengelolaan terhadap 

realisasi anggaran  belanja ditahun anggaran berikutnya agar pelaksanaan 
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realisasi anggaran tercapai dengan target anggaran yang telah ditetapkan, 

dan dapat meningkatkan tingkat efektifitas agar tahun berikutnya masuk 

dalam kriteria sangat efektif, dan juga untuk meningkatkan efisiensi ditahun 

berikutnya. 

2. Penyerapan anggaran belanja pada BPSDM Aceh Tahun 2020-2022 telah 

dilakukan dengan analisis menunjukkan penggunaan anggaran yang efisiensi 

dan efektivitas . Hal ini diharapkan BPSDM Aceh melaksanakan program 

dan kegiatannya dengan baik dan maksimal serta menyesuaikan dengan 

pemberian anggaran sehingga penggunaan anggaran belanja BPSDM Aceh 

kedepannya memberikan pengaruh yang baik untuk tahun-tahun selanjutnya.  

3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti cakupan penelitian 

yang lebih luas. 
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